









Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penentuan Nilai Jual 
Objek Pajak PBB Pada Kelurahan Simomulyo Di Surabaya maka pada bagian akhir 
dari penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Berdasarkan  hasil  data  yang  telah  diperoleh  melalui  subjek  pajak  dapat 
disimpulkan bahwa penetapan NJOP pada kelurahan Simomulyo di Surabaya 
masih dibawah harga pasarnya. 
 
2. Ketidak sesuaian harga pasar dengan NJOP pada kelurahan Simomulyo di 
Surabaya disebabkan masih belum dilakukan penyesuaian penetapan NJOP 
pada kelompok PBB, dimana penetapan NJOP-nya   masi terlalu rendah 
sedangkan harga pasar baik tanah maupun gedung masih cukup tinggi. 
 
3.  Hasil analisa pada kawasan kelurahan Simomulyo di Surabaya masih di bawah 
standar yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, karena NJOP yang ditetapkan masi 
dibawah harga pasar. Dirjen Pajak berasumsi bahwa lebih baik ditetapkan NJOP 
lebih rendah agar wajib pajak mau membayar pajaknya, dari pada dengan NJOP 
yang tinggi wajib pajak tidak melaksanakan pembayaran pajak. 
 
4. Untuk Hasil penilaian baik untuk bumi maupun bangunan diklasifikasikan dan 
digolongkan berdasarkan NJOP per m2. Untuk bumi terdapat 100 kelas (50 
kelas kelompok A dan 50 kelas kelompok B), sedangkan untuk bangunan 
terdapat  40  kelas  (20  kelas  kelompok  A  dan  20  kelas  kelompok  B). 















5.  Dalam  menentukan  klasifikasi  bumi/tanah  diperhatikan  factor-faktor  seperti 
letak  tanah,  peruntukan,  pemanfaatan,  kondisi  lingkungan  dan  lain-lain. 
Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor seperti 








Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada kantor Kelurahan 
 
Simomulyo di Surabaya adalah sebagai berikut : 
 
 
1. Pendataan  ulang  wajib  pajak  PB  agar  potensi-potensi  PBB  dapat  terdata 
dengan baik 
 
2.   Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan aparatur 
pajak dan staf kelurahan harus lebih intensif memberikan pengarahan kepada 
wajib pajak. 
 
3.  Pihak dibidang pemungutan pajak lebih bekerja sama dalam penentuan nilai jual 
objek pajak terutama pbb dengan pihak penjual (pihak ke-3), agar terjadi 
kesesuaian antara nilai jual dengan tarif pasar yang mengakibatkan 
terealisasiya penerimaan PBB pada kelurahan Simomulyo di Surabaya. 
 
4.   Sebaiknya kantor Pelayanan PBB lebih meningkatkan pelayanan, mengadakan 
penyuluhan  dan  pemberian  informasi  kepada  masyarakat  tentang 






pembayaran PBB antara lain untuk pembangunan dan perbaikan jalan, 
peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  jalan,  pembangunan  dan  perbaikan 
saluran-saluran air, pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan. 
 
5. Door  to  door  (dari  rumah  ke  rumah)  hendaknya  petugas  pajak  dan  staf 
kelurahan  melakukan  tindakan  tegas  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  taat 
dalam membayar PBB terutang melakukan terobosan baru dengan membuat 
iklan pembayaran pajak tepat waktu dan memotivasi wajib pajak agar wajib 
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Bukti Pembayaran PBB 
 
 
